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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

. a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengamanatkan
Biro pada Sekretariat Tetap dapat mempunyai 3 (tiga)
Subbagian pada masing-masing bagian;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan,
Biro pada Sekretariat Tetap belum mewadahi fungsi
protokol, pengelolaan, pengendalian program dan
anggaran, dan analisis hukum serta akselerasi
pelaksanaan tugas, dan fungsi Sekretariat Tetap Badan
Nasional Pengelolaan Perbatasan, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
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Mengingat

Menetapkan :

Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional
Pengelola Perbatasan;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4925);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap
Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN
NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan
Nasional Pengelola Perbatasan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bagian Perencanaan terdiri atas:
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a. Subbagian Data dan Informasi;

b. Subbagian Program dan Anggaran; dan

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

(1) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan
Sekretariat dan Kedeputian.

(2) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan
penyusunan program dan anggaran di lingkungan Sekretariat dan
Kedeputian.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf ¢ mempunyai tugas melakukan evaluasi
dan penyusunan laporan kinerja pada Sekretariat dan
Kedeputian.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
Bagian Kerjasama terdiri atas:
a. Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dan
b. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri.
Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19

(1) Subbagian Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pelaksanaan
administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama luar
negeri.

(2) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan kerjasama dalam negeri.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

Bagian Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Analisis Hukum;

b. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; dan

c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
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